BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 188.45/ B /It.Kab/2018
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai
Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
mengamanatkan bahwa dalam rangka Penyelesaian Kerugian
Daerah membentuk Majelis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. -

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4868);



Menetapkan

KESATU

10.

11,

12,

13.

14,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5934);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
terhadap Bendahara;

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri
D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Nomor 09);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu  Selatan  (Berita  Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42),

MEMUTUSKAN :

Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan Majelis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan
kepada Pejabat Penyelesaian Keua ngan Daerah atas:

a. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,
dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain;

b. Penggantian  Kerugian Daerah  setelah Pihak  Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan wanprestasi; dan

c. Penyelesaian  Kerugian Daerah yang diterbitkan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan
Bupati Nomor 188.45/162/11.Kab/2015 tentang Pembentukan
Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Keputusan Bupati
Nomor 188.45/164/1t.Kab/2015 tentang Pembentukan
Sckretariat  Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan/Barang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal/ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapihang
anuari 2018

NBATU SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188,45/ 5 JIt.Kab/2018
TANGGAL Li Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua merangkap Anggota.
Inspektur Daerah Kabupaten selaku Wakil Ketua merangkap Anggota,
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris

merangkap Anggota.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaiAnggota.

Kepala Bagian Hukum Setdakab sebagai Anggota.
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BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

¢

WILDAN ASWAN TANJUNG



